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Prawacana: Pendidikan Antikorupsi  

 
1 Guritno, Tatang. 2021. “ICW: Sepanjang 2020 ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, 

Kerugian Negara Rp56,7 Triliun”. KOMPAS, 9 April 2021.  
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2 Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. 2021. “Pendidikan anti korupsi melalui mata 

kuliah Pancasila: tingkatan dalam memahami kejujuran.” Jurnal Pendidikan 
Kewarganegaraan, 5(1), 1—14.  
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Konsep Dasar Pendidikan Antikorupsi  

Definisi Korupsi  

 
7 Fockema Andrea. Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Groningen – Djakarta, Bij J B 

Wolter Uitgevermaatschappij, (Kamus Hukum, terjemahan), (Bandung: Bina Cipta, 1951).  
8 Webster Student Dictionary. 1960.  
9 Nanang T. Puspito at all (ed). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. 

(Jakarta: Kemdikbud RI, 2011), hlm. 23.  
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1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, 
memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan 
sebagainya; 

2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan 

3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.  

 
10 Ali, Muhammad 1993, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta, Pustaka 

Amani.  
11 Subekti dan Tjitrosoedibio 1973, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. 
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Pendidikan Antikorupsi secara Konseptual  

1. Penguatan pendidikan karakter adalah langkah untuk 
memperkuat karakter pserta didik di bawah tanggung jawab 
satuan pendidikan melalui harmonisasi hati, rasa, pikir, dan 
olah raga sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi 
Mental (GNRM); 

2. Penguatan pendidikan karakter dan kultur antikorupsi 
disesuaikan dengan kondisi peserta didik berdasarkan jenjang 
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pendidikannya, dan dilaksanakan dengan menerapkan nilai-
nilai pancasila dalam bentuk pendidikan karakter terutama 
meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, kesederhanaan, 
kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan 
keberanian, dan dilaksanakan degan menggukan prinsip dan 
pendekatan; 

3. Internalisasi nilai karakter dalam proses belajar mengajar 
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

4. Implementasi dari pendidikan karakter di sekolah 
dilaksanakan dengan pembiasaan nilai-nilai utama dalam 
keseharian sekolah dengan cara: 

 

 

 
31 Gregorius Widiartana. 2020. Urgensi Pendidikan Antikorupsi terhadap Pencegahan 

Korupsi Dalam Pendidikan Dasar. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas 
Suryakancana. Vol. 6 No. 2 – Desember 2020, hlm. 173—189.  
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Berbagai Metode Pembelajaran Matakuliah 
Antikorupsi  

1. In-Class Discussion, 
2. Case Study, 
3. Skenario Perbaikan Sistem (Improvement System Scenario), 
4. Kuliah Umum (General Lecture), 
5. Diskusi Film, 
6. Investigative Report, 
7.  Thematic Exploration, 
8. Prototype, 
9. Prove the Government Policy, 
10. Education Tools.  

 

Tindak Pidana Korupsi  

1. timbulnya bentuk ketidakadilan,  
2. menimbulkan ketidakefisienan,  
3. menyuburkan jenis kejahatan lain,  
4. melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang 

menjadi korban,  
5. mengurangi kemampuan negara dalam memberikan 

pelayanan publik, dan  
6. menaikan biaya pelayanan. Semua tindakan korupsi dalam 

bentuk apapun berakibat buruk dan tidak baik.   

 
47  Wijayanto. 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek 

Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.  
48  Alatas, S.H. 1987. Korupsi. Jakarta: LP3S.  
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1. sistem administrasi yang lemah, 
2. kebutuhan ekonomis yang semakin meningkat, 
3. sikap menerabas, 
4. iman yang lemah, 
5. hukum, 
6. sikap tidak hormat akan hak orang lain, 
7. gotong royong, 
8. sikap egois, dan 
9. dorongan lain-lain.  

1. Korupsi akan menimbulkan pengaruh buruk kepada para 
pejabat yang tidak korup, korupsi semakin meluas, orang sulit 
berpegang teguh pada norma kejujuran.  

2. Korupsi jelas-jelas meningkatkan biaya administrasi sehingga 
layanan tidak murah 

3. Korupsi dikalangan pejabat menurunkan/menjatuhkan 
martabat dan kewibawaan individu yang bersangkutan, dan 
memberi warna jelek pada instansi pemerintah. 

4. Korupsi yang dilakukan oleh para elit, akan mampu 
mendorong atau menciptakan suasana yang menarik, yang 
akan semakin mempersubur gerakan korupsi.   

Bentuk-Bentuk Korupsi  

 
49  Rubiyanto, PA. 1997. Korupsi di Indonesia Masa Kini Telaah Segi Sosiologi, Budaya, 

dan Etika Lintas Budaya.Jurnal Ilmiah Widya Dharma.  
50  Ibid. 
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1. Merintangi proses pidana korupsi; 
2. Saksi yang membuka identitas pelapor; 
3. Tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai 

kekayaannya; 
4. Saksi atau ahli atau orang yang memegang rahasia jabatan yang 

tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu; 
5. Bank yang tidak memberikan rekening tersangka.  

 Pemberantasan Korupsi di Indonesia 
secara Historis 

Sejarah Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di 
Indonesia  

 
58  Muslimin, JM. 2006. “Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam 

Lintasan Sejarah”. dalam Karlina Helmanita dan Sukron Kamil (ed). Pendidikan Anti Korupsi 
di Perguruan Tinggi. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  
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59  Ibid. 
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Nilai & Prinsip Antikorupsi  

Nilai-Nilai Antikorupsi 
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1. Kejujuran  

 
69  Sugono, Dendy (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional  
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Budaya Antikorupsi  

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi  
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Gerakan Kerja Sama Mencegah Korupsi  
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1. Korupsi lapis pertama, yang meliputi bidang sentuh langsung 
antara warga (citizen) dan birokrasi atau aparatur negara, yang 
dapat dibedakan antara suap (Inggris, bribery; Arab, riswah), 
di mana prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasa, atau benda 
datang dari warga, dan pemerasan (extortion), di mana prakarsa 
untuk mendapatkan dana, jasa, atau benda tertentu datang dari 
aparatur negara. 

2. Korupsi lapis kedua, yang meliputi “lingkaran dalam” (inner 
circle) di pusat pemerintahan, dapat dibedakan antara: 
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